GUBERNUR KALIMANTAN BAI

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR ¢ 7 TAHUN 2021

TENTANG
PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 110 TAHUN
2020 TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM
PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN
DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pencegahan dan penanggulangan =
Corona Virus Disease 2019 di Provinsi Kalimantan Barat, |
telah ditetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Baratj} R
Nomor 110 Tahun 2020 tentang Penerapan Disipim Dan. =
Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebaga:t :Upaya'f'-'f} L
Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019~ . .
sebagaimana telah diubah beberapa kali dan ‘terakhir - = -
dengan Peraturan Gubernur Nomor 196 Tahun 2021
tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Gubemur o
Nomor 110 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan -
Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai .Up:ay_a"_. R
Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019,

b. bahwa dalam rangka menyesuaikan derigan Surat Edaran = =
Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 24 Tahun'
2021 tentang Pengaturan Aktivitas ~dan Mobilitas
Masyarakat Selama Periode Natal Tahun 2021 dan Tahun
Baru 2022 Dalam Masa Pandemi Corona Virus Diseasef i
2019 (COVID-19) serta memperhatikan kondisi  dan |
perkembangan saat ini, maka Peraturah Gubernur
sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dxiakuka_n_'- :
penyesuaian dan perubahan; '

c. bahwa ‘berdasarkan  pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan .~~~ -
Peraturan Gubernur tentang Perubahan Ketujuh ‘Atas =~
Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2020 Tentang = L
Penerapan - Disiplin Dan Penegakan ‘Hukuin Protokol =~ =
Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendahan T
Corona Virus Disease 2019 - '
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Mengingat

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Repubhk .
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun: 1056 "‘téntéii'ig.":“ |

Pembentukan  Daerah-daerah  Otonom  Propinsi =~ .~
Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan-dan Kalimantan = = . :
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun -~ =
1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Repubiik'3_

Indonesia Nomor 11006};

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah'_f'? '
Penyakit Menular (Lembaran Negara Repubhl{ Indones1a.
Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembarz«m Negara'_ o

Republik Indonesia Nomor 3723);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun’ 2()0’7'_ 'fé:ifl_té.i”ig'-'___.-: e
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik:

Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambaha;:a Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4723); '

Undang-Undang Nomor - 36 .-Tahun: 2009 tentang;;}:at-i_-
Kesehatan (Lembaran Negara Republik. Incionesxa Tahun
2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Repubhk? B
Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah =~
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang =~
Cipta Kerja {Lembaran Negara Repubhk Indones;a Tahun'f S
2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negaza Repubhkﬂf- SR

Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparamr'f. R i
Sipil Negara (Lembaran Negara Repubhk mdonesla': : o
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran . Negara_ SR

Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 ’I‘ahun 2014 ten‘tz’mg'."_3-;;_:-__"___-_'__
Pemerintahan Daerah {Lembaran Negala Repubilk:"_ SEe
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Gk
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebaga1mana-“_;f§--'_ i
telah diubah beberapa kali dan terakhir deﬁgan Undang—_‘_l (e

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

(Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2020';_-:1’
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Repubhk R

Indonesia Nomor 6373);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun'“ '2'014' tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Repubiﬂ@:-:_?f
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembalanf:_'5:'_'_.:'-.'.

Negara Repubhk Indonesia Nomor 560 1)

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentamg Karan‘tmaf;. o
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun -~
2018 Nomor 128, Tambahan Lembala:ﬁ Negara Repu‘bhk_r B

Indonesia Nomor 6236};
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 _tef;’tang 3
Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah .

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998

Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik =

Indonesia Nomor 3373);

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahtin 1991 t‘eritél’ig' 5

Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan': gk
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 344—7 Yoo

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentz«mg._"; S
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Repubhk =
Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran-:j e
Negara Republik Indonesia Nomor 5135) Jo P_eraturan NI
Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021  tentang bigi@iii}f .
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran . E‘(fegai‘a Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembamn ey

Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun: 2014 tentatﬂg_
Kesehatan Lingkungan - (Lembaran Negara Repubilki} B -
Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaranf_. L

Negara Republik Indonesia Nomor 5570); _ .
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun- 201’? ‘i_entang

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (L@mbaran Negaraff' .' e
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan =
Lembaran Negara Republik Indonesia: Nomor 6037) . = "

sebagaimana telah diubah dengan Pe:ratman Pemermtah'

Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perttbahan - atas;_f-'_f? - _
Peraturan Pemerintah Nomor 11 ‘Tahun 201‘7 tentang"-:_'_f :
Manajemen Pegawai Negeri Sipil - (Lembamn Negara_ﬂ;_" o
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indozﬁema Nemer 647" ’7 )i

Peraturan Pemerintah Nomor 88~ Tahun 2019 tentang._’_':':
Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indﬁnemaf B
Tahun 2019 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara R

Republik Indonesia Nomor 6444};

Peraturan Presiden Nomor 17 T&hun 2018 f:ent:»mg:' _;‘f e
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencama Dalam . .
Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Repubhk Indeneszaﬁ.

Tahun 2018 Nomor 34});

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun: 2020 ientsmg '.
Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID: ey
19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional: (Lembazan Negaraz-__

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 17 8)
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25,

Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus
Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease
2019 (COVID-19), sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 tahun
2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona
Virus Disease 2019 (COVID-19);

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang
Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional,

Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang
Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol
Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona
Virus Disease 2019;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020
tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease
2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah {Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
HK.01.07 /Menkes/104/2020 tentang Penetapan Infeksi
Novel Corona Virus {Infeksi 2019-nCoV) sebagai Penyakit
yvang dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya
Penanggulangannya;

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
HK.01.07/Menkes/328/2020 tentang Panduan
Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease
(COVID-19) di tempat Kerja Perkantoran dan Industri
Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi
Pandemi,

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun
2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru Produktif
dan Aman Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Bagi
Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam
Negeri dan Pemerintah Daerah, sebagaimana telah
diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
440-342 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan
Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020
tentang Pedoman Tatanan Normal Baru Produktif dan
Aman Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Bagi
Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam
Negeri dan Pemerintah Daerah;
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26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : -
Hk.01.07 /Menkes/383 /2020 tentang Protokol E{esehatan IR

Bagi Masyarakat di tempat dan Fasilitas Umum Dalam B

Rangka Pencegahan dan Pengendalian C‘orona Vlms__'i' |
Disease 2019 (COVID-19); ' ' '

Instruksi Menteri Dalam Negeri- Nomor '4"'Tahuﬂ 2‘0"2'0-_}_ SN

tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala"

Daerah Dalam Rangka Penerapan Dlszplm_ daﬂ'-:_ !

Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagax Upaya" i

Pencegahan dan Pengendalian . Corona - Virus Dzsease"_.

2019 di Daerah;

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun "202 1 _'
tentang Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Untuk A

Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Cov1ci 19)

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 09 Tahun 2021'::' e o
tentang  Perpanjangan Pemberlakuan ' Pemba‘tasan '

Kegiatan Masyarakat Berbasis ~  Mikro . dan |

Mengoptimalkan Posko Penanganan  Corona Vzr‘us":_:_'_"é g
Disease 2019 di Tingkat Desa. dan Keiurahan U:ntuk; B

Pengendalian Penyebaran Corona Viris B:sease 20 19

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 56 ’I‘ahun 2021 L

tentang Pemberlakuan Pembatasan: Keglatan Masya; akat : :
Level 3, Level 2, Dan Level 1 serta mengoptnnalkan Poskoﬂf}E'_:."._'
Penanganan Corona Virus Disease 2019 d1 ’}f‘mcfkat Desa -
dan Kelurahan Untuk Pengendahan Penyebaran Carona.';r GRS
Virus Disease 2019 Di Wilayah ‘Sumatera, Nusa -
Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Ma}uku Dan Papua, Tl

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2021"5 :
tentang Pencegahan dan: Penaﬁggulaﬁngan Corona Virus .- - j::f
Disease 2019 Pada Saat Natal Tahun: 2021 dan 'E‘ahuﬁ_-f";' iy

Baru Tahun 2022;

Surat Edaran Satuan Tugas Penangaﬁan Comd 19;3-'--":?
Nomor 3 Tahun 2020 tentang Protokol - K;eseha‘i:a—m;__'.'E
Perjalanan Dinas Orang Selama L1bur Ham Raya dan
Menyambut Tahun Baru 2021 Dalam Masa Pandemlf- ke

Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19)

Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Cowd~19 -
Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perpan}angan Ketentuan'-f :
Perjalanan Orang Dalam Negeri Masa: Pandeml C‘orona

Virus Disease (Covid-19);

Burat Edaran Satuan Tuwas Penanganan Comd 19
Nomor 22 Tahun 2021 tentang ‘Keterituan. Perjalaﬁanf}-:_é-‘-f S
Orang Dalam Negeri Pada Masa Pandem1 Cc:rona Vzms S

Disease (Covid-19);
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35. Surat Edaran Satuan ‘Tugas Penanganan Cowd 19 SR
Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pengaturan Aktivitas dan.
Mobilitas Masyarakat Selama Periode Nat,a} Tahun 20210 :
dan Tahun Baru 2022 Dalam Masa Panderm Corona;'_'_ (R

Virus Disease 2019 (COVID-19);

36. Surat Edaran Kementerian Pelhubungam Repubhk
Indonesia Nomor Nomor ‘SE - 96 Tahun 2021 tentang“_?
Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orarlg Dalam Negeu'-f-:
Dengan Transportasi Udara Pada Masa Pandeml C‘omnafi;

Virus Disease 2019 (COVID-19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan ~ : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KETUJUH{[;-_
ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 110 TAHUN 2020 -
TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM =~
PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN =~

DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 20 19

" Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2020 ten‘i:ang
Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagal Upayag_j:'.- E St
Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Berita Daerah
Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 Nomor 110} yang. teiah bebeiapa kah'f"}l

diubah dengan Peraturan Gubernur :

a. Peraturan Gubernur Nomor 149 Tahun 2020 tentang Pembahaﬂ Atas
Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2020 ’Lentaﬂg Penerapaﬂ D1S1phn dan
Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan"'_ dan
Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Bemta Daerah Promns:t Kahmamaﬁ_
Barat Tahun 2020 Nomor 149); . R

b. Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2021 ‘tentang Perubahan Kedua
Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2020 tentang. Penez‘a;aan Dzsiplm -dan
Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagaz Upaya Pe:ﬁcegahan dan
Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Berita Daerah Provmsi Kahmant&m‘,_
Barat Tahun 2021 Nomor 7); - - L

¢. Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2021 tentang Perubaham Keu,ga Atas-"-'_
Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2020 ten‘cang Penerapan Dzsiplm dam”“
Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagm Upaya Pencegahan dan
Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Ber:zta Daerah Provmsz Kahmantan.,_
Barat Tahun 2021 Nomor 30); - e

d. Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2021 i:entaﬂg Perubahan Keempat Atas'
Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2020° tentang Penerapan Dzs1p1m dan
Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan daﬂ
Pengendalian Corona Virus Dzsease 2019 (Berita’ Daerah vams1 Ka.hmantan-‘_ -
Barat Tahun 2021 Nomor 47); : D SIS
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diubah sebagai berikut :

. Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2021 tentang Pembahaﬁ Kehma Atas-'.:-_.:
Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2020 ten‘i:ang Penerapan .Dismim dan .
Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan
Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Betmta Daerah Prcvmm Kahmantanf*
Barat Tahun 2021 Nomor 75); . - e
. Peraturan Gubernur Nomor 196 Tahun 2021 tentang Pembahan Keenam Atas"-‘f'é_
Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2020° tent&mg Penerapa,n 33181p1m dan
Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan

Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Benta Daerah Provmsi Kahmant&n
Barat Tahun 2021 Nomor 196); - S

1. Ketentuan ayat (3a), ayat (4b), ayat (6), ‘ayat (7) dan ayat (10) ayat (12) dmbah'

ayat (4a) dan ayat (9) dihapus dan diantara. ayat {10y dan. ayat (1 1) dzsxslpkém 1
(satu) ayat yaitu ayat (10a) serta: c‘irtambahkan 1 (sai:u) ayat yautu ayat’ 14)
sehingga Pasal 8 berbunyi sebaga:t berikut : : e

Pasal 8

(1) Setiap orang wajib melaksanakan dan’ mematuhz penempan d131phndan
penegakan hukum pr otokol kesehatan yang mehpu‘a

a. Bagi perorangan .

1) menggunakan alat pehndunﬁ‘ dm berupa maskez yang menut‘upl =
hidung dan mulut hingga dagu jika harus. keluar rumah atau -

berinteraksi dengan orang lain yang tzdak diketahm ‘status
kesehatannya; P

2} membersihkan tangan secara teratur

3) pembatasan interaksi ﬁsﬂ{ (physmaz d is fancmg) dan S

4) meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS

b. Bagi pelaku usaha, pengeiola, penyelenggam, a'tau penanggung aw
tempat, dan fasilitas umum ; _ _

1} melakukan Soswhsaszi edukasz dan penwgunaan berbaga
informasi untuk memberikan pengertlan dan pemahaman mengenai
pencegahan dan pengendahan Covzd-iQ i '

2) melakukan pemenksaaﬂ suhu tubuh dl pmtu masuk

3) pengunjunﬂ dan karyawan W‘a_}ib menggunakan masker"__'__

orang yang akan beraktlmtas di 11ng1§ungaﬁ fasmtas &mtim '

6) mengatur jarak meja dan tempat duduk ser La antrean pahnb
1,5 (satu koma lima) meter antar pelanggaﬁ, S

7} mengatur waktu kz;tnjungan : : _ : :
8) pembersihan dan desmfeksz hngkungan secara berka}a

9) penegakan kedmpiman pada peillaku masyarakat yang ber
dalam penularan dan tertulalmya Covzd—lQ Ei o

pembersihan filter AC _ S




(4}
(4a)
(4b)

11) menjaga kebersihan tempat/fasilitas umum;

12) melakukan pembersihan dan desinfeksi di area tempat/fasilitas
umum;

13) memfasilitasi deteksi dini dalam penanganan kasus untuk
mengantisipasi penyebaran Covid-19;

14} mengupayakan pembayaran secara non tunai (cashless);

15) menyiapkan petugas untuk mengawasi penerapan disiplin dan
protokol kesehatan; dan

16) memberlakukan pengaturan pembatasan jumlah pengunjung
maksimal 50% (lima puluh persen) dari kapasitas yang disediakan
dan menerapkan protokol kesehtan secara lebih ketat.

c. Bagi ASN dan Tenaga Kontrak atau sebutan lainnya :

1) memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat bekerja;

2) menggunakan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga
dagu;

3} membersihkan tangan secara teratur menggunakan sabun dengan
air mengalir;

4) membawa dan menggunakan hand sanitizer,

5} melakukan pembatasan interaksi fisik {Physical distanéiﬁé) mirtimal
1,5 (satu koma lima) meter dan tidak saling berhadapan pada saat
menghadiri rapat/pertemuan;

6) melakukan pengaturan jarak antara kursi minimal 1,5 (satu koma
lima) meter dan tidak saling berhadapan pada saat menghad1r1
rapat/pertemuan;

7} memberi salam tanpa melakulkan kontak fisik;

&) menerapkan protokol kesehatan pada saat bekerja -maupun
mengikuti rapat; dan

9} meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS.

Setiap orang yang diwajibkan isolasi oleh Satuan Tugas Provinsi, dilarang
keluar rumah sampai berakhirnya masa isolasi, kecuah untuk keperluan
konsultasi atau berobat ke Dokter.

dihapus.

Pelaku perjalanan dalam negeri yang menggunakan moda transportasi
udara vang masuk ke daerah wajib menunjukkan sertifikat Vaksinasi
Covid-19 minimal dosis pertama serta hasil negatif tes RT-PCR yang
berlaku maksimal 3 x 24 jam sebelum keberangkatan atau hasil negatif
Rapid Test Antigen yang berlaku maksimal 1 x 24 jam sebelum
keberangkatan melalui aplikasi Peduli Lindungi di bandara kedatangan.

dihapus.
dihapus.

Penumpang Bus antar Provinsi sebelum masuk ke daerah Wajib
menunjukkan sertifikat Vaksinasi Covid-19 minimal dosis pertama serta
hasil negatif tes RT-PCR yang berlaku maksimal 3 x 24 jam sebelum
keberangkatan atau hasil negatif Rapid Test Antigen yang berlaku
maksimal 1 x 24 jam sebelum keberangkatan melalui aplikasi Peduli
Lindungi di Terminal kedatangan.
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(10a)

(11}

(12)

Maskapai penerbangan Operator Pelayaran Operator : Bus dlwag}.bkan S SR }'

Rapid Test Antigen yang menun;uk;kaa hasﬂ t1
melakukan vaksinasi minimal dosis pertama pada setiap_ Pelaku
Perjalanan Dalam Negen (PPDN) sewaktu melalmkarl check»m s

Maskapai Penerbangan, Operator Pelayaran ciam Operator Bus dﬂaraﬂg
membawa penumpang yang hasil Rap1d ’I‘es‘t Antlgen dan/ a‘i;a
PCRnya positif Covid-19. : S

Penumpang Kapal Laut wajlb menunjukkan sertlfﬁ{at Vaksmas:t Cavzd—.w__,-_--
minimal dosis pertama serta  hasil - negatif tes. RT-PCR yang berlaku
maksimal 3 x 24 jam sebelum’ kebelangkatan atau hasil negatit. Rapid
Test Antigen yang berlaku maksimal 1 x 24 jam melalui. aplikasi -Pedul'
Lindungi sebagai persyaratan perjalanan sebemm mas&ie: ké_"daez ah. -

Set1ap orang yang melakukan per;;alanan Jarak gauh memaksa kezﬁéama

Lindungi sebagai persyamtan per}alanan dan Wapb mématuhl protokaﬁi
kesehatan ketat yang telah ditentukan. : : K5

Dihapus.
dihapus.

Dikecualikan dari ketenmaﬂ sebagazmana dzmaksud pada _yat':'::
(4a), ayat (4b), ayat (6) dan ayat (7) yaitu sebaga1 beﬁkut

a. anak usia dibawah 5 (lima) tahun tidak: dwvaﬂbkan 'menun}ukkan
sertifikat Vaksinasi Covid-19 dan hasﬂ negamf tes -R CR
negatif Rapid Test Anﬁgen,

b. anak wusia dibawah @ 12 | (dua beias) tahun tlda{
menunjukkan Se1t1f1kat Vaksmas:t C‘omd~19 c'ian :

Test Antigen yang beriaku .maksnnal
Peduli Lindungi.

Pelaku perjalanan dengan kondisi. khusus Sebagalmana
ayat (10) huruf ¢ wajib melampirkan surat Iieterm1ga_1‘1**dokt
Sakit Pemerintah yang menyatakan ‘bahwa yang berSangkutan
dan/atau tidak dapat mengﬂmu vaksmam CO\HD 19.: '

Penanganan Covzd 19 Daerah pada saat mba ch bazidaré,":”"""
pelabuhan kedataﬁgan ' _

sebelum keberangkatan atau hasﬂ ﬂegauf Rapzd --;Test ;‘A'nttge atl
berlaku maksn'ﬂa} 1 ;s;: 24 Jam meialul aphka& Peduh Lindungi




(13} dihapus.

(14) Khusus periode Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 yaitu pada tanggal 24'3-_
Desember 2021 sampai dengan 2 Januari 2022, telhadap pelaku -
perjalanan jarak jauh dengan moda transportasi udara vang masuk ke .
daerah wajib menunjukkan sertifikat Vaksinasi Covid-19 minimal: d031s'_.-'_ S
pertama serta hasil negatif tes RT-PCR yang sampe}nya diambil dalam | -
kurun waktu maksimal 3 x 24 jam melalui aplikasi. Peduh Lmdungl S
sebelum keberangkatan sebagai persyaratan perjalanan.’ L

2. Ketentuan ayat (5) huruf a, ayat (5a), ayat (5b) dan ayat {6) dmbah daﬁ ayat:f_- _' ':_ =
(5¢) Pasal 16 dihapus, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai benkut N

Pasal 16

{1} Bagi percorangan, pelaku usaha, pengelo]a, penyeienggara . atau SEER TR
penanggungjawab tempat dan fasilitas umum serta ASN dan Tenaga . = -
Kontrak atau sebutan Iamnya yang melanggar kewaj:iban S&baga;ma;na L
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dikenakan sanksi. 3

(2) Sanksi pelanggaran penerapan protokol kesehatan dalam peneegahan d'm
pengendalian Covid-19 sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) bempa :

a. bagi perorangan : S
1} teguran lisan atau teguraﬁ tertulis;
2} kerja sosial selama 15 (lima belas) 1nemt T L T e
3) denda administratif sebesar Rp.200.000,- (dua.r'atu's*ribu' rupiah); o
dan RIS It e
4} dikarantina sampai keluarnya hasil Swab PCR

b. bagi pelaku usaha, pengeloia penyelenggam atau penanggung 3awab:r'_'-'
tempat, dan fasilitas umum : _ S _ SN

1) teguran lisan atau teguran tertulis; - ' B SR R

2) denda administratif sebesar Rp.1.000. 000,- (satu Juta rupzah) S

3) penghentian sementara operasional usaha; = . P
4) pencabutan ijin usaha; dan/atau - . R ' SRR EERER B
5) apabila terdapat kluster keterjangkitan Comd 19 dalam keglaian yang e
melibatkan banyak orang, maka biaya pengobatma pasien Covld 1 9 S
tersebut dztanggung oleh penyelenggara atau pena‘mggung 3awab i

c. bagi ASN :
1) teguran tertulis; dan e
2) denda administratif berupa tidak. dzbayarkannya uang makan pada
hari melakukan pelanggaran d131p1111 dan tidak diperkenankan--_;r
memasuki seluruh kawasan kantor Pemel 111‘ta.h Daerah untuk-f
melakukan urusan kedinasan. -

d. bagi Tenaga Kontrak atau sebutan lainnya:
1} teguran lisan;
2) teguran tertulis; atau
3) kerja sosial.

(3) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebaﬁa;mana dzmak:sud daiam_.-f-
Pasal 8 ayat (2) dikenakan denda sebesar Rp.1.000.000;- (sa.tu juta rupiah).

(4} Terhadap ASN yang melakukan pelanggaran di 1uar Imgkungan kantor, .
dikenakan sanksi yang bersifat perorangan sebagaamana dzmaksud pada.;'
ayat (2) huruf a. U : _ i

BARDG «_. &3&%‘? BaAERAR } fesnonmay
HURUER } 'WMR?.KA?!:?;A I T

N




(8) Maskapai Penerbangan, Operator Peiayaran dan Operatm Bus yang tidak L
melaksanakan ketentuan sebagairmana dzmaksud dalam Pasai 8 ayat (5) RE
dikenakan sanksi: SRS
a. dilarang membawa penumpang dari Euar daezah mak31mal 10 (sepu}uh) LR

hari berturut-turut; . : e
b. denda administratif sebesar Rp.5.000. 000 - (hma juta mp1ah) bagz__' o
Maskapai Penerbangan; B
c. denda administratif sebesar Rp.1.000. OOO - (satu--tjuta- .1°up1ah) hagi_
Operator Pelayaran; dan
d. denda administratif sebesar Rp;SOO.'OOO (hma 1a1:us mbu 1up1ah) bag;ﬁ_-"-i e
Operator Bus. T

(5a) Maskapai penerbangan yang akan masuk ke daerah dﬂalang membawa.;jf_
penumpang yang tidak dapat menunjukkan surat keterangan hasil negatif
uji Swab berbasis RT- PCR atau Rapid Test Anhgen melaluz aphkasz peduh”; o
lindungi. e

(5b) Dalam hal maskapai penerbangan meianggar' ketentuan sebagalmana"_-_ﬁ'_---_}"‘-_- e
dimaksud pada ayat (5a) dﬂ«:enakaﬁ sankm Sebagalmana dimak:sud p&da e
ayat (5) huruf a. _ o - -

{5¢c} Dihapus. ; - ' Gae

(6) Setiap penumpang sebaga1mana dimaksud dalam Pasal 8 aj,a‘t (3a) ayat.“i’“ i
(4a), ayat (4b), ayat (6) dan ayat (7) yang tidak dapat menungukkan hasil
Rapid Test Antigen atau Swab PCR akan dﬂakukan Ujl Swab PCR pada saat -
kedatangan. il

{7} Dalam hal hasil Rapzd Test Antzgen atau Swab PCRnya ..po'siit'if .
dilakukan isolasi masing-masing selama 14 (empai belas) harl i iempai s
yang disediakan oleh Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota ya,ng biavanya.__ T
ditanggung/dibebankan kepada penumpang yang bersangkutan. = i

(8) Biaya Uji Rapid Test Antigen atau Uji Swab PCR’ sebagalmana dzmaksud
dalam Pasal 8 ayat (3a) ayat (4a), ayat (4b) ajyai (6) dan’ ayat (7)
dibebankan kepada masing-masing penumpang yang bersangkutan'dengan
rincian sebagai berikut :

a. biaya Rapid Test Antigen sebesar Rp 109 OGO (selatus sembﬂan 11bu
rupiah) per orang; dan .
b. biaya uji Swab PCR sebesar Rp.300. ()O() (‘tlga ratus rﬂ:;u ruplah P
orang. :

(9} Dikecualikan dari ketentuan sebagalmana dimaksud pada ayat (2 ._:hu £
adalah Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan K@p@hSian Republik Indo esza
(POLRI) di daerah dan apabﬂa melakukan pelaﬂggaran dﬂaporkan kep' da
institusi masing-masing. :

(10) Denda administratif sebagalmana dlmaksud pada ayat ( ) dlsetorkan
Kas Daerah. : : :

3. Ketentuan ayat (1) diubah, ayat (2) dan ayat (3)*?3331: 16A d1hapug, S@hmgga
Pasal 16A berbunyi sebagai beni{ut B i R

- Pasal 16A

(1) Pelaku vperjalanan yang . masuk ke daerah meﬁggunakan moda:.
transportasi udara, tr'mspm tasi Laut . dan: transpmrtasz darat yang telah-5
menunjukkan sertifikat Vaksinasi Covid-19 minimal dosis per :
hasil negatif uji Rapid Test Antigen melalui aplikasi- ?eduh-Lmdungl aka
dilakukan Uji petik dengan metode tes  -acak (random check) dengan;.
menggunakan Uji Swab berbasis PCR pada saat uba dl Bamdar Udara,
terminal atau pelabuhan. | _ . . -

(2) Dihapus.

(3) Dihapus.

=




Pasal 1l

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 6 Desember 2021,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan _Peratu:rén. 3
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi
Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak

e S oy g frs Wy
pada tanggal | Vedgat @ o0s !

MGZUBERNUR KALIMANTAN BARAT, ! =

i - SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak
o G Mg i gme T
pada tanggal | Yo doand i Lo

B

Pi. i EKRETARIS DAERAH

VPR 4 VINSI KALIMANTAN BARAT,

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2021 NOMOR &%




